
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYAruMT KRISTEN
KEMENTERIAN AGMA RI
NOMOR 159 TNUN 2O1A

TENTANG
PENETAPAN IJIN PENELENGGAMN SEKOLAH MENENCAH PERTAMA

TEOrcGI KRISTEN GERE.JA MASEHI INJILI DI HALMAHERA'EPPATA"
DUONO.KECAMATAN TABARU

ffiUPATEN HALMAHERA BAMT PROUNS1 MALUKU UTARA

DENGAN MHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAHT KRISTEN,

Menimbang: a. bahwa dalm rmgka pelaksanam ketentuan pasal 2 ayat
- 

(1) dm (2), pasal 3 poin (a), pasal 4 poin (a) de (b), pasal s
ayat (2), dm pasal 6 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 7
Tahun 2012 tenhng Pendidikan Keagamam Kristen
sebagaimana telai diubal dengan Peraturan Menten
Agma RI Nomor 27 Tat.w 2016 tenang Perubahan Atas
Peraturil Menteri Agama RI Nomor 7 Talun 2012 ienEng
Pendidikan Keagamm Kristen, perlu menetapkan
Keputusa Direktur Jenderal Bimbingan Masytrakat
ki:ten tenang ljin Penvelenggaraan (lP) Sekolah Menengah
PerEma Teologl Kristen (SMPIK);

b. baiwa berdasarkan hasil penilaian lapmgan (visihsi),
Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen Gereja Masehi
Injilj di Halmahera (OMIH) "Eppak'Duono Kec' Tabaru'
Kah. Hdmdera Bdal Provinsr Maluku UEra memenuhr
persydaan administrasi dan persytratan teknis sehingga
Iayak diberikm ljin Penvelenggam (IP);

c. b;hwa berdasarkan Pedimbogan sebagaimma drmaksud
pada hurut {a} dm huruf (b) rerscbul di 3ms perlu
menetapkan Keputusm Direktur Jenderal Bimbingan
Maytrakat kistef, tenang Penetapan Ijin Penyelenggtras
(lP) Sekolal Menengah Pertama Teologi ltristen (SMf,IK)
Cereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH) "EPpah" Duono
Kec. Tabaru, Kab. Halmalera Barat Provinsi Maluku Ukra'

Mengingat : 1. Undang-Unddg RI Nomor 20 Tahun 2003 knang Sistem
Pendidikan Nasional (kmbdan Negsa RI Tahun 2003
Nomor 78, Tambahm kmb@n Negara RI Nomor 4301);

2. Peraturan Pemedntah RI Nomor 55 Tahun 2007 tenEng



13. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolai (Berita Negara
RI Tahun 2010 Nomor 596);

14. Peraturm Menteri Pendidikan dan Kebudayam RI Nomor
23 Talun 2013 tentmg Perubahu Atas Perauran Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 15 Tahun 2010
tenEng Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar dm
Menengah di Kabupaten/Kob (Berih Negda H Tahun
2013 Nomor 464);

15. Peraturm Menteri Pendidikan dan Kebudavam RI Nomor
36 Tahun 2014 tentan'g Pedoman Pendirian, Perubahan,
dan Penuupm Satum Pendidikan Dasar dm Menengah
(Beria Negara RI Tahun 2014 Nomor 607);

16. Peraturan Menten Pendidikan dan Kebudayail RI Nomor
20 Tahun 20 1 6 tentdg Shdar Kompetensi Lulusan
Pendidikm Dasd dan Menengah (Berita Negtra RI Tahua
2016 Nomor 953);

17. Peraturan Mented Pendidikan dm Kebudayaan ru Nomor
21 Tahun 2016 tentang Standtr Kompetensi Lulusan
Pendidikan Dasar dm Menengah (Berita Negara Rl Tahun
2O16 Nomor 954);

18. Perauro Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor
22 To}lw 2016 tenbng Skndar Kompetensi Lulusan
Pendidikan Dasar dm Menengah (Berita Negara RI Taiun
2016 Nomor 9551;

19- Peraturm Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 23 Tahun
2016 tentmg Standar Penilaian Pendidikan (Berita Negara
RI Tahun 2016 Nomor 897i;

20. Pemturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor
24 Tahun 2016 tenEng Kompetensi Inti dm Kompetensi
Dasar Pelaiilm pada Kurikulum 2013 (Berita Negara RI

Tahun 2016 Nomor 97U;
21. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 27 Tahun 2016 tentang

Perubahan Atas Peraturm Menteri Agama RI Nomor 7

Tahu 2ot2 tenEng Pendidikan Keagamam Kristen (Berih
Negara RI Tahun 2016 Nomor 886);

22. Peraturm Menteri Agama RI Nomor 42 Tahun 2016 tenEng
Organisasi dm Tata Keda Kementerian Agama RI (Berih
Negda RI Tahun 2016 Nomor 1495);

Memperhatikan: 1. Surat Kepala Sekolal Menengah PerEma Teologi
Kristen Nomor: SMPIK-Eppata/043/B-5 /w111 /2017'
6ggal 10 Oktober 2017, perihal Permohonan VisiEsi
SMPrK EPPa@ Duono;

2. Surat Keputusan Pengurus tusat Yayasan Pendidikan
Kristen GMIH Nomor: 475/Kpts/YPK/X).\1l12017'
tmggal 04 A8ustus 2017, tentmg Peneteapan

t



Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamam (kmbaran
Negda H Tahun 2007 Nomor 124, TambahaD Irmbsan
Negda R Nomor 4769);

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang
Perubahan Ahs Peraturan Pemerintal RI Nomor 19 Talun
2005 tentang Sandar Nasional Pendidikan (kmbaran
Negara RI Tahun 2oo5 Nomor 41, Tambahm tEmbaran
Negara RI Nomor 4496);

4. Peraturan Pemerinah RI Nomor 48 Tahun 2008 tenhng
Pendanam P€ndidikan (kmbaran Negara RI Talun 2008
Nomor 91, Tambahan kmbaran Negda RI Nomor 4864);

5. Peraturan Pemerinah RI Nomor 74 Talun 2008 tentans
Guru (Irmbsan Negara RI Tahun 2008 Nomor 194,
Tmba}Ian kmbaran Negara Rl Nomor 4941);

6. Peraturatr Pemerintal RI Nomor 66 Taiun 2010 tenhg
Perubahan Ahs Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun
2OlO tentang Pengelolam dm Penyelenggaraan
Pendidikan;

7- Peraturan Presiden ru Nomor 7 Tahun 2015 tentmg
Organisasi Kementerian Negtra (kmbss Negara RI
Tahun 2015 Nomor 8);

8. Peraturan Presiden RI Nomor 83 Tahun 2015 tentang
Kementeilan Agama (kmbaran Negara RI Tahun 2015
Nomor 168);

9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2018 tenEng
Stodtr Pelayanan Minimal (Lembaran Negtra RI Tahun
2015 Nomor 8l;

10. Peraturan Menteri Pendidikm Nasional Rl Nomor 19 Tahun
2007 tent g Stddar Pengelolaan Pendidikm Dasd dm
Menengah;

1 1. Peraturan Mented Pendidikm Nasional RI Nomor 24 Tahun
2OO7 tenhg Stmdar Sarana dan hawana ufltuk
Sekolah Dasar/Madrasal Ibtidaiyah (SD/MI), Sekohn
Menengah Pertama/Madrasah Tsmawiyah (SMP/MTs),
Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA),
Sekolah Menengah Ke.juruan (SMK), Sekolah Dasar Luar
Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Peframa Luar Biasa
(SMPLB), Sekolah Menengah Ahs Luar Biasa (SMALB);

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 69 Tahun '
2009 tentmg Stmdd Biaya operasi Nonpersonalia Tahun
2009 untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI),
Sekolal Menengah Perama/Madmsah Tsanawiyah
(SMP/MTs), Sekolal Menengal Atas/Madrasah Aliyah
(SMA/MA), Sekolah Menengal Kejuruan (SMK), Sekolai
Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar
Biasa (SMPLB), Sekolai MenenSah Atas Lud Biasa
(SMALB);
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Menehpkm

KEEMPAT

Pendirim Sekolah Menengal Perha Teologi kisten
(SMmn GMIH "EPPATA' Duono Kecamaan Tabaru;

3. Sumt K€pala Kantor Wilayal Kementerian Agama RI
Provinsi Maluku Uara Nomor: P-

t96/Kw.27.5/O5/BKOOlO9l2017, tanggal 04
September 2017, perihal RFkomendasi.

MEMUTUSMN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDEML BIMBINGAN
MASYARAMT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA RI

TENTANG PENETPAN IJIN PENYELENGGAMAN
SEKOMH MENENGAH PERTAM TEOLOGI KRISTEN
GERUA MASEHI INJILI DI HALMAHEM "EPPATA"
DUONO.KECAMATAN TABARU KABUPATEN HALMAHERA
BARAT PROUNSI MALUKU UTARA.

Menehpkan Penetapan Ijin Penyelenggaraan (lP) Sekolah
Menengah Petma Teologi Kristen (SMPIK) Gercja Masehi
lnjiti Di Halmahera (GMIH) "Eppah" Duono ymg bemlamat
Desa Duono Kecamaaf, Tabm Kabupaten Halmahera
Barat Provinsi Maluku Utra.

Dengm ditehpkannya Ijin Penyelenggaraan (lP) ini,
Sekolah Menengah PerEma Teologi Kristen (SMPIK) Gercja
Masehi Injili Di Halmahera (GMIH) "EPpata" Duono hms
memperhatikan dd melaksanakm peraturan perundang-
undegan tentang PenyelengSilmn Pendidikm.

ljin Penyelenggtram (IP) Sekolah Menengah Petama
Teologi Kristen (SMPIK) Gereja Masehi Injili Di Halmahera
(GMIH) "Eppata'Duono berlaku selama 4 (empat) tahun
terhitung sejak ditetapkan keputusan ini daf, Perpanjangan
Ijin Penyelenggaraan (PIP) dapat ditetapkan kemudian jika
telah memenuhi persyaratan.

Sekolah Menengah Pertama Teologi Kdsten (SMPnq Gereja
Masehi Injili Di Hatmahera (GMIH) "Eppata" Duono wajib'
membuat laporan secara tertulis tentang keadaa dm
perkembmgmnya dan dismpaikan kepada Direktur
Jendeml Bimbingd Masyarakat kisten Kementerian
Agama RI di Jalarh suaP akhir semest€r.
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Asii Keputusan ini diberikan kepada SMmK GMIH "Eppaa"
Duono. Apabila di kemudian hari terdapat kekellruan dalam
Keputusm ini akan dilakukm perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2014

, DIREKTUR JENDEML
BIMBINGAN MASYAMMT XRISTEN,

IV^- *II
,.THOMAS PENTURYT


